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; _PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

~ SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA

Pendahuluan.

Indonesia sebagai negara yang sedaug gxat-gsamya melakukan pembangunan

gonantiaga selalu berkembang meluas memasuki seluruh lndang dan sektor kegiatan,

termasuk pula sektor industri. Pada saat ini masih ada sementara pendapat bahwa

Indonesia belum termasuk dalam golongan industrial country sepgrti Jepang dan negara-
niegara laionya. Akan tetapi kita sadari bersama bahwa teknik dan teknologi mutakhir itu
benar-benar sudah masuk dan diterapkan di Indonesia, seperti misalnys : pengolahan
gas alam, penambangan secara modern, pengglumml tenaga nuklir sebagai sumber
tenaga, penggunaan bahan radioaktif, juga petro chemical industripun sudah ada.
Dengan keadasan tersebut diatas, aken terdapat lebih banyak 1931 smnber-buniber bahays
baru ditempat kerja, yang semuanta itu merupak:m tantangan baru dan mémmmt adanya
peningkatan adanya usaha keselamnatan. dan kesehataa kerja dalam rangka

meningkatkan perlindungan dan perawatan tenaga kerja. Selan_mh:nya depgan peraturan. .

yang maju akan dicapai keamanan yang balk dan raahst:s, yang merupakan faktor sangat
pentmg dalam memberikan rasa aman, tentram memnglmtkml kegiatan dan kedairahan

~ kerja pada tenaga kerja yang bersanglmtsm hal ini dapat mempemnggl mlmz pekerjaan,

peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Dalam praktek dan pengalaman perlu

- dirasakan adanya pengaturan yang baik sebelum pgmggahaan-'penmaham gdidirikan atan

dibangun, karena matlah sukar ( penghamburan dana daj:aﬁ‘gm wakfu ) pntuk merubah
dan merombak kembali apa yang telah dibangur dan a2 yan teflah terpasang
didalamnya, guna, memenhi persyaratm-persyaratan kqselamatan% kerja yang

~ bersangkutan.

Pengertian keselamatan dan keseha!an kerja dmnjau dan segl ke:lmuwan adalah
ilmu pengetahuzn ( Pure science ) dan penerapannya ( Art/serii ) dalam ugaha mencegah

: kemuﬁgkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat_ keﬂja. Sedangkan -



~ bila ditinjau dari segi falsafah, keselamatan dan kesehatan keZI:ja diungk;apkan sebagai

“ guaty pemikiran unfuk menjamin keselamatan dan kesehafan baik jasmani atau rohani
tenaga kerja khusilsnya dan manusia pada umumnya, serta keutuhan dan kesempurnaan
hasil karya dan budayanya mennju masyarakat adil dan makmur >, Kesehatan kerja ifu

* sendiri adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh

kesehatan yang sempumna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan
untuk bekerja secara optimal. Adapun tujuan dari adanya keselamatan dan kesehatan

. kerja adalah

2 Meningkatkan dan memelihara derajad kesehatan tenga ker_]a yang setmggl tingginya,
baik fisik, mental maupun sosial. o

b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan ataupun
keselmatannya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja

¢. Menyesuaikan tenaga kerja dangan pekerjaan atan pekerjaan dengan tenaga kerja.

d. Meningkatkan produldtivitas kerja.

* Dengan demikian sagaran keseijatan dan kesehatan kerja secara wmum adalah

 membanta terwujudnya masyarakat yang adil danmakmur baik secara materiil maupun.

spiritutl, yaitu melalui pembinaan dan ﬁengawasan ndrma-m';nnadibiddpg kesematan

dan kesehatan kerja. Ketentuan yang mengaftur tentang keselamatan kerja adaiah LI N

{ tahun 1970, menggantikan ketentuan yang lama yaitu- Veih'ig}sqfidsregfemenr
sth. 1910-406. Pengawasan kesehatan kerja berdasarkan ketentuan yang lwi'na seluruhnya
bersifat represif, sedangkan pengawzsan dalam UU Nol tahun 1970 iebih bersifat
preventif, selain itu juga terdapat banyak pembahaman-pembaharuan ipa?nting yaitu
meliputi perluasan rang lingkup, perumusan teknis yang lébmegas, perij,fesuaian tata
ussha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pet@swvasan, tambalu;n pengaturan
pembinaan kesematan tenaga kerja bagi managemen dan . tenaga kerja, tambahan
mendirikan panitia kesematan dan kesehatan ker_la, tambahan pengaturm) pemungutan

etnbus: tahunan



I[.. Permasalahan.
Berdasarkm hal temebut moka akan dikenmmkakan bebempa pennas;alahm sebagai

berikut : i

A. Langkah-langkah peuga.wasan dan pembmam keselamatan dan kesehptan kerja bagi
. tenaga kerja.

B. Hambatan yang dlhadapl dalam upays pengawasan dan pembmaan kpselamatan dan

kesehatan kerja. : - |

L. Pembshasan, | § : ;
A, Langkah pengawasan dan pembinaan keselamatan d_i_nn- kesehat}an kerja. bagi
tenaga kerja, | :
Dalam rangka mendulung dan menjamin terwnjudnya usaha—usaha léeselamatan dan
kesehatan kerjs, maka diperlukan sarana sparat pengawas dan p?mbma. Aparat
pengawas dan pembindan yang harus ada datempat kerja :dan harus t%wsahakan oleh
perusahaan antara lain : ° | x |
a. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja; ,
(1) Pengurus ialah orang yang mempunya tngas memlmpm langsng suatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. |
(2) Direktur ialah pejabat yang ditunjuk _oileh ménteri tena%a kerja untuk
melaksanakan pemmahaan -
(3) Pegawai pengmvas inlah pegmvm teknis berkeahhan khusus dqu I}EPNAKER
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 5
(4) Ahti keselamatan kerja ialah tenaga feknis beﬂssahlm"x usvs  dari luar
DEPNAKER yang ditimjuk Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi keselamatan dan
kesehatan kerja. - = - | | |

b. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) lal panitia yang

dibentuk oleh Menteri Tenaga ;Ier_]a guna mngembangkan kerjasama, saling
pengertian dan pértisipasiefektif dari pengusaha aiaj_x pengurus dan tenaga kerja

e !




dalam't_empét kerja untuk melaksanakan tugas bersama dibi_dang kpselamatan dan
kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. .
Tugas pokok panitia ini adalah memberikan saran dan p‘eﬂimbsmagfn baik diminta
ataupun tidak kepada pengusaha atan pengurus tenipat: kerja yar\% bersangkutan
mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan ker;a.

Fungsinya adalah menghnnpun dan mengolah segala data d&n tan  segala
- permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan gerta membantu

pengussha/pengurus fempat kerja mengadskan serts meningkatkan penyuluban, -

pengawasan,latihan, den penelitian keselamatan dan kesehatan kerja vang
bersangkutan, '
¢. Dewan Keselamatan dan Kesehatan KerJa, (DK3) merupakan kombmaLn antara P2K3
" nada sutu wilaysh tertenis dengan unsur-unsur pemerintah yang dalam) hal ini adalah
wakil-wakil departemen atau instansi-instansi teknis yaﬁg berkaitan erat dengait
_matennya. DK3 ini dibagi menjarll tk wilayah (DK3W) dan nasional (DK3N).

Tugas pekok DK3N ialah menberikan saran dan pertlmbangan baik diminta atan
tldak kepada pemermtah cq. Menteri Tenaga Kerja, megenm ‘masalzh-masalah

dibidang keselamatan dan kesehatan kerja secaraNamonal _
- Fungsi DK3N adalahmenghimpun dan mengolah segala glata dan permasalabn
keselamatan dan kesehatan kerju ditk nasional dan propinsipropnsi yang

. bersangkutanserta membantu menteri dalam membina DK3W, | melaksanakan

penelxtlan, pendidikan, latihan, pengembangan dan upaya memasyarakatkan dan
membudayakan keselamatan dan kesshatan kerja. '

Pertangglmg jawaban DK2N ialah wajib me,aporm kegl an - penunjang
dana getiap 6

operasional dan sumber dana serta pertanggung jawaban pe_nggtmaax
bulan pada Moenaker. . o _

Tugas pokok DK3W ialah memberi saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak
pada pemerintah dipropinsi cq. Kepala kantor wilayah depnaker, mengenai masalah
keselamatan dan kesehatan kez]a. '




Fungsi DK3W adalah menghimpuh dan mendolah s2gala.data dan atan permasalahan
keselamatan dan kesehatan ker_]a dlproplnm yang beraangkutan sefta membantu
kakanwil dalam membina P2K3. 5 o
Pertanggungjawaban DK3W ialah - wajib mel;xporkan sumber  d..a
mempertanggungjawabkan penggunaan dana setiap 6 bulan pada Menaker. |
Selain itu perlu juga adanya Lembaga Penyelidikan, Percob.aan, dan Pengyjian yaitu

lembaga yang menunjang membante tugas aparat pengawas dan pembina dalam
melakukan tugas operasionalnya, serta adanya Badan Pe:adilm usus  bidang
keselamatan dan kesehatan ker_layang b:asa disebut pamr:a bmzdmg dar majelis
penguji kesehatan tenaga kerju. Kedua garana ini merupakan sarana yang dibentk oelh
Menteri Tenaga Kerja guna memungkinkan terwujudnya keadl_lan bagi tenaga kerja dan
pengusaha dalam melaksankan usahanya sesuai dengan perauran pe dimgan serta
norma keselamatan dan kesehatan kerja. '

- Langkah-langkah atau usaha-usaha yang d;tempuh mtuk memngkarkan p%mbinaan dan

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain : |
1. Inspeksi,. yaitu dimaksudkan untuk den méngungkapkan baheya-behay dan resiko-

rosiko ditempat kerja yang kemudian ditertibkan melaui pemyaratgﬁ-persyartan

tertontu. | | |
2. Pembuatan undang-undang peraturan panmdangsm, standar dan norma dlL
3. Pengujian teknis dari bahan-bahan dan alat-alat yang dtanggap perha, -
4. Penguj ian media dan Patologis didalam lingkungan tempat ker;;a. )
5. penelaghan psxkologns dari faktor-ﬁaktor penyebab kecelal aan dan pJnyaknt akiba

kerja. : : 7‘-?‘%-.. :
6. Penelitian statistik sebagal bahan dalam menyusun kebx_;aksanam umum  dan
. kebijaksanaan peaksanaan. ' ' o
- T Pendldlkan dan lanhan bagt pengmwas keselamatan dan kesehatan kelr_]a termasuk

anh-ahh keselamatan kel;]a. L




 B.
keschatan kerja.

. Pembinaan, penyuluhan terhadap tenaga kerja dan pengusaha pad khususnya dan

masyarakat pada unmmnya, yaitu dalam rangka membangkitkab menyadarkan dan
mengembangkan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja,
Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pembinaan kesLlamatan dan

a. Bahwa peraturan perundangan terutama peraturan pelaksanaan Un:nmgi-undang no 1

tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja .masih s kurahg dan
peraturan pelaksanaan yang sudah adapun banyzk ketinggalan. dengan kemajuan-
kemajuan teknk dan teknologi akhir-akhir int.

peralatan inspekei daish merupakan masalah dalam rangka meningkatksn dan
memantapkan pengawasan secara menyeluruh dan tuatas diseluruh tempat

. Jumlah dan mutu personil serta pengadaan sarana inspeiisi mobilitas Taupun sarana’

kerja/perusahan yang ada.

Pembmaan tenaga krja dan pengusaha blum dapat dllaku_]Lan secara meluas dengan
terbatasnya anggaran yang tersedia. danpembmaan tenaga ;k_erja dan pengusaha im
masth menjad masalah dalam usaha pencegahan kebakaran, kecelakaan dan akibat-
akibat kerja. | |

. Kurang lancarnya komunikasi timbal balik' dijajaran Direktorat Pembinaan Norna-

Norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan ke

r)2,
e: Pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnj berdasarkdn

Undang-undang Nol tahun 1970 dan pelaksanannya aﬂa di tan Direktorat

Pembmaan Norma-norma Keselamatan kerja dan Hygtene Perusahaan|dan Keehatan

kerja, oleh karena it Peraturan Pemerintah No 19 tahun 3&23 tentang ‘keselamatan

kerja di pertambangan masih menjadi masalah dan perlu ditinjau kemb i,

£ Mengingat pesatnya pembangunan, industrialisast dan Ihodt?misaSi serta pengetrapan

- Jumlah dan mutu personil baik teknik maupun administrasi.

teknik dan teknologi yang lebik modern maka menuntut lagi peningkatan-peningkatan




V. Penutup - ; - : ,
1. Simputan. . ' | -

- Pembinaan/latihan-latihan bagi temaga kerja dan p#n_gusaha dalam rangka

:pencegahan kecelakaan, kebakaran damn sakit  akibat kerja  serta

peningkatankesadarun akan arti 'pentignya usaha keselamatan dan kesehatan kerja.
- Kerjasmna antara pengusaha dengan fenaga ker_;adalam nsaha kéfselamatan dan
kesehatan ker_;a melalui Safety and Health Conumttee

Bahwa pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
dilakukan oleh beberapa aparat yaitu Petugas Keselamatan dan keschatan kerja yang
meliputi; (Pengurus, Direktur, pegawai pengawas, ahli kesel_ainat  kerja), Panitia
Pembina Keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (P2K3), Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (DK3) tingkat wilayah dan tingkat nasional, Sedhngkan langkah-
langkaﬁ pembinaan dan pwngawagsan keselamatan dan keséhat kerju adalah

" melalui :

1. Inspeksi.
2. Pembuatan undang-undang peraturan perundangan, standar dan norma dll.
3. Pengujian teknis dari bahan-bahan dan alat-alat yang dianggap penlu,
4. Pengujian media dan Patoidgis didzalam lingkungan teﬁ:pat kerja.
5. penelaahan psikologis dari faktor-faktor penyebab kecelakaan d penyaklt akibat
kerja _ _
6. Penelitian statistik sebagal bahan dalam menyusun kebuaks agn umum dan
kebijaksanaan peaksanaan, . : ' "-',_._‘
Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pembinaan
keelamatan dan kegehatam kerja adalah : |
a. Bahwa peraturan perundangan terutama peraturan pelaﬁsanaan Undang-undang no
1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja masih sangat kurang dan
peraturan pelaksanaan yang sudah adapun banyak ketm,ggalan ;m .
kemajuan teknk dan telmologl akhlr-aldnr ini.:

kemajuan-




b. Jumloh dan mutu personil sertz pengadaan sarana inspeksi mobilitas maupun
sarana peralatan inspeksi daiah merupakan masalah dalam rargta meningkatkan -

dan memantapkan pengawasan_sacéra menyeluruh dan tuntas diseluruh tempat |

| .ker_]a!perusahan yang ada. :
¢. Pembinaan tenags krja dan pengusaha blum dapat dxlakujk ' ‘secara meluas
dengan terbatasnys anggaran yang tersedla.danpembmaml te aga kerj#' dan |
pengusaha ini masih men_;ad masalah dalam usaha penceg

kecelakaan dan akibat-akibat kexja.

an kebakaran,

d. Kurang tancarnya komunikasi timbal balik dijajéx--gn Direktprat Pembinaan
Norma-Norna Keselamatén Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan kerja.

¢. Pengawasan dibidang keselamafan den kesehatan kerja ypng seharusnya

berdasarkan Undang-undang Nol tahun 1970 dan pelaksanannyll ada di tangan

Direktorat Pembinaan Norma-norma Keselamatan kerja dan Hyglene Perusahaan
dan Kechatan kerja, oleh karena it Peraturan Pemerintah No |19 tahun 1973
tenfang keselamatan kerja di pertambangan masih menjadi maéalah dan perlu

ditinjau kembali. '

f Mengingai pesainya  pembangunan, indus&iaiiéasi dan modermsasi serta
pengetrapan teknik. dan teknoiogi_ yang lebih modem maka n'llenunmt lugi
peningkatan-peningkatan o - | _ ;

- Jumlzh dan mutu personil baik teknik maupun administrasi.

- Pembinaarﬂlatihag—latihan bagi tenaga kerja dan pengdsaha dalam rangka
pencegahan kecelékaan, kebukaran  damn sakit akibat | kerja  serin
peningkatankesadaran akan arti pentignya usahia kesel-ﬁ,x\nat_an dan kesehatan kara,

. Kerjasama antara pengusahz{ dengan tenaga kerjadﬁl;:i‘; usaha kpselamatan dan
kenehatan kerja melalui Safety and Health Committee.

2. Sarmi. : | |

~ Dari seluruh uraijan tersebut , maka betapa peﬁtingnya tentang keselmatan
dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, bahkan siapa saja vang terlibat dalam proses
produksibarang dan jasa, dimanapun berada ditempat-tempat kerja. Didalam praktek




dengan adanya Undang-undang dan bérbag_ai perahiran tenjrata helurh dapat menjamin

bahwa tidak ada kecelakaan, akan tetapi pemerintah telah berusaha, dengan segenap |

~ aparat untuk melindungi agar tenaga kerja tldak mendapat remko kecelakaan;
. minimal mencegah jika toh terjadi resiko-resiko tersebut '

Sehingga seba.llmya pemerintah sekarang ini khususnya Def)artemeu tenaga.

Kerja yang memberikan prioritas utama dalam meningkatl@an pembinaan keselamatan

‘dan kesehatan kerja, terutama melalui pembinaan safeij;‘ and Heulth Committee
= "mengmgat safety and H\..z{ih Committee ini dapat digunaian seba,g i early detektor
bersangkutan,

sebagai sarana untuk melaksanakan dan mengetrapkan hubungan _‘perburuhan

untuk mengetahui keadaan keselamatan dan kesehatan ker_ta y

pancasila dan selain itu juga periu diadakanya kampanye-kampanyé gecara nasional

tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan

_ produktwltas nasional,

e
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